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Abstract



This study aimed to describe and analyze staff work performance in public seervice. 


The focus of study were staff abbily on work competation, quality of work complate by staff, staff discipline, staff skill and expertise in publik service, staff creativity and also coompration among staff. The data sources werw teken from the information and the key informant. These were also supported by secondary data relevant with the topic of investigation. Interactive model by Miles and Huberman was appliedthe data.



It was obtained from this study that work performance as public servants in Subdistrict Office at Melak, Kutai Barat district are less optimal as   six focus (staff ability on work completation, quality of work complated by staff, staff discipline, staff skilland expertise in publik service, staff creativity and also cooperation among staff) were not effectively and efficenly achieved. Therefore, the optimalitation of staff work performance could not be actualized in the short period of time. This could be influenced by certain factor such as capacity and competency of the staff which fail to meet the requirements. Otherwise, the study reported that the staff provide a good service to wards the needs of members of society such as making of family card, identitycard, bussiness permit, and release of land contract latter.
Keywords: Employee Performance, Public Service, Head Office.
Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai sebagai pelayan publik di Kantor Camat Melak Kabupaten Kutai Barat kurang optimal. Hal tersebut terindikasi oleh sub fokus penelitian yang ditetapkan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara tepat guna dan berhasil guna. Meski demikian secara akumulatif mengenai kinerja apartur di lembaga tersebut terindikasi cukup baik. Kurang optimalnya kinerja pegawai sebagai pelayan publik di Kantor Camat Melak Kabupaten Kutai Barat, disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor kapasitas dan kompetensi pegawai belum semuanya sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Dengan demikian upaya optimlaisasi kinerja pegawai di kantor Camat Melak Kabupaten Kutai Barat belum dapat diaktualisasikan. Meski demikian karena dedikasi dan ethos kerja pegawai yang tinggi, maka segala kelemahan yang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat teratasi. Dengan demikian kepentingan warga/masyarakat, baik yang menyangkut pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pembuatan surat ijin usaha, dan pembuatan surat pelepasan hak atas tanah dapat terselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun secara aplikatif kurang memenuhi harapan masyarakat.

Kata Kunci : Kinerja Pegawai, Pelayanan Publik, Kantor Camat.

Pendahuluan 


Berbicara mengenai pelayanan merupakan sesuatu hal penting, karena terkait dengan pengorbanan, baik pengorbanan terhadap waktu, tenaga dan biaya. Disisi lain pelayanan juga dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan organisasi birokrasi  pemerintah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian  baik atau buruknya pelayanan akan menentukan tingkat capaian organisasi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kumorotomo, (1999 : 61) bahwa pelayanan birokrasi pemerintah belum menunjukkan peningkatan atau perbaikan yang signifikan, karena kurang berorientasi pada kualitas sehingga tidak mengherankan jika harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik dan memuaskan belum sepenuhnya dapat terpenuhi, Isu yang berkembang bahwa pelayanan birokrasi pemerintah kurang mengedepankan kepentingan masyarakat, karena masyarakat selalu dihadapkan pada pilihan yang sulit karena adanya posisi tawar, sehingga masyarakat harus mengeluarkan pelicin agar kepentingan masyarakat dapat diakses secara cepat. Jika tidak maka pelayana akan dipersulit, bertele-tele, ketidak pastian waktu dan biaya, ketidak jelasan informasi, dan sebagainya. Hal tersebut sebagai akibat dari sikap dan perilaku aparatur yang tidak konsisten mengenai tugas dan fungsinya sebagai abdi masyarakat, justru lebih memposisikan sebagai penguasa, daripada abdi masyarakat. Dengan demikian tidak mengherankan jika perilaku aparatur pelaksana lebih dominan untuk dilayani daripada melayani. 

Berbicara mengenai kinerja pegawai terlebih setelah berlakunya UU nomor 32 dan 33 Tahun 2004, justru aparatur (pegawai negeri sipil) dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya, terutama  dalam  memberikan layanan kepada masyarakat. Format kebijakan otonomi daerah yang pada saat ini menandai awal dari suatu perubahan fundamental dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan. Perubahan paradigma kinerja pegawai dapat diaplikasikan melalui budaya kerja yang lebih berorientasi pada mutu, sehingga masyarakat yang terlayani akan merasa puas. Orientasi kinerja pegawai lebih difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. 

Pemerintahan Kecamatan Melak sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kutai Barat, yang berfungsi sebagai pelayan publik  tentunya masalah kualitas pelayanan menjadi prioritas utama yang harus diaktualisasikan. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan isu yang berkembang di masyarakat maka perlunya suatu upaya yang lebih kongkrit dan aplikatif sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dapat diwujudkan. Meski demikian dalam perkembangannya harapan masyarakat untuk mendapat pelayanan yang berkualitas belum sepenuhnya dapat terpenuhi, karena secara aplikatif masih dihadapkan pada persoalan yang cukup esensial, terutama mengenai profesionalisme aparatur belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Kenyataan lain yang dihadapi organisasi pemerintahan Kecamatan Melak, seiring dengan menjalankan fungsinya sebagai  pelayanan tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana serta komitmen aparatur yang kuat untuk melayani.

Kinerja Pegawai

Rue dan Byars (dalam Keban, 2004 : 170), mengatakan kinerja sebagai tingkat pencapaian hasil (the degree of accomplisinent), karena itu kinerja pegawai dapat dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan yang diinginkan. Menurut Sedarmayanti (2001 : 21) kinerja pegawai erat kaitannya dengan efektivitas kerja. Kinerja menunjukkan adanya pencapaian terhadap hasil melalui kebijakan, prosedur dan kondisi lingkungan organisasi. Kriteria dari kinerja dimaksud menyangkut permasalahan pilihan personal yang dikaitkan dengan nilai‑nilai pemerintahan (government values), yang karena itu membawa konsekuensi bahwa aparatur memiliki consumer‑aware, menerapkan nilai‑nilai the manager faces the consumer yang pada akhirnya akan membawa implikasi pada efektivitas organisasi (Steers, 1998 : 121).

Pengukuran kinerja, merupakan alat  penting untuk mengevaluasi value (nilai) hasil kerja seseorang, kelompok maupun organisasi. Menurut Sendarmayanti (2001:68), pengukuran kinerja sebagai umpan balik dari nilai yang dikorbankan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian kinerja penting dilakukan untuk mengukur tingkat capaian yag dilakukan individu, kelompook maupun organisasi. Maka dari itu penilaian terhadap kinerja perlu dilakukan secara terus menerus agar dapat diketahui  output yang dikorbankan dengan hasil yang dicapai dan selanjutnya dapat menetukan arah dan tujuan yang dianggap penting untuk dilakukan. 
Plifo ( 1994 : 241) menegaskan bahwa pengukuran kinerja dapat ditinjau dari dua aspek yaitu dari kualitas dan kuantitas. Dari aspek kualitas dapat diukur berdasarkan ketepatan, keterampilan, ketelitian, dan keterampilan hasil kerja, sedangkan dari kuantitas kerja dapat diukur melalui jumlah keluaran yang dihasilkan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Menurut  Hughes (1994 :  207) pemilahkan indikator kinerja organisasi dapat dilihat dari tiga pusat perhatian, yaitu (1) apabila perhatian utamanya pada efisiensi penggunaan sumber daya, dipergunakan adalah pendekatan ekonomis dengan penekanannya pada indikator keluaran, dan apabila memungkinkan pada hasil (outcome); (2) apabila perhatian utamanya pada akuntabilitas, penekanannya pada indikator pelayanan publik; dan (3) apabila pusat perhatiannya pada kompetisi manajerial, tekanannya pada pencapaian target.

Berbicara tentang pengukuran kinerja memiliki esensi yang jelas karena melalui  pengukuran  kinerja dapat diketahui aspek-aspek apa yang dapat dijadikan parameter mengenai kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Penilaian/evaluasi kinerja pegawai merupakan hal yang sangat penting arti dan peranannya dalam proses pengambilan keputusan di masa depan tentang berbagai hal. Pendapat ini sejalan dengan Sondang P. Siagian (2009), yang menjelaskan berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekruitmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, dan sistem imbalan.

Evaluasi kinerja atau penilaian kinerja pegawai yang dikemukakan              Leon C. Mengginson dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2006) adalah sebagai berikut : “Penilaian prestasi kerja ( performance appraisal ) adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya”.

Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik”.Memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah daerah) merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap manusia memerlukan alat-alat yang dapat mendukung kehidupannya. Alat-alat tersebut dapat berupa barang dan jasa bahkan kepedulian terhadap sesama maupun lingkungan yang kesemuanya disebutkan kebutuhan Menurut Moenir 2004 : 182) pelayanan umum, adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat,  Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Umum merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara, sehingga penyelenggaraannya perlu terus ditingkatkan sesuai dengan sasaran pembangunan dimaksud. 

     Dalam perkembangan dewasa ini ada kecenderungan yang sangat kuat yang mengarah pada implementasi pelayanan publik yang berkeadilan. Kecenderungan ini tercermin dari munculnya pergeseran paradigma administrasi negara dari paradigma kuantitatif ke paradigma kualitatif.Dalam perkembangan paradigma administrasi negara (public), visi terhadap tema sentral administrasi negara telah mengalami perubahan pandangan. Misalnya, kelompok cendikiawan muda administrasi negara yang dipelopori oleh Dwight Waldo dan Frederickson yang tergabung dalam gerakan administrasi negara baru (the neo public administration) menawarkan nilai keadilan sosial atau persamaan serta pelayanan kepada publik sebagai tema sentral yang harus diwujudkan dalam administrasi negara, yang mempunyai implikasi struktural maupun manajerial. Selain itu, dalam paradigma ini juga ditekankan menolak efisiensi sebagai satu-satunya nilai dalam administrasi negara (Tjokrowinoto, 1998 : 40-42). Kemudian, munculnya paradigma interpretative dan critical theory dan paradigma theories of emergence dari Hormon dan Meyer serta tulisan Henry tentang etika pelayanan intern dan ekstern, menekankan peran pemerintah dalam bidang pelayanan publik (Effendi, 1998 : 10).

Ripley dan Franklin (dalam Salusu, 1996 : 440) mengungkapkan birokrasi yang berhasil memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat adalah dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1) melaksanakan pekerjaan dengan rajin dan bersemangat,

2) memperlakukan semua orang yang berurusan dengannya, dengan cara yang wajar dan sederajat,

3) mempromosikan anggota staf berdasarkan pada jasa, dan yang dapat membuktikan produktivitas kerja yang baik,

4) merekrut anggota-anggota staf dari tenaga-tenaga yang memiliki kualifikasi profesional,

5) memelihara data, informasi, dan berbagai hal yang mudah ditelusuri.

Pelayanan masyarakat menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan halayak masyarakat atau orang banyak dalam masyarakat. Thoha Miftah (2001 : 41) menjelaskan, pelayanan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang atau institusi tertentu untuk memberikan bantuan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, dan birokrasi pemerintah merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan masyarakat. Untuk itu, dalam gugus institusi birokrasi pemerintah, pelayanan masyarakat merupakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang secara langsung memenuhi kebutuh-an masyarakat.

Dalam Kepmenpan Nomor 63 tahun 2003, agar layanan dapat memberikan kepuasan masyarakat perlu menentukan parameter yang dapat dijadikan sebagai standar kualitas pelayanan. 
Metode Penelitian

Fokus penelitian yang ditetapkan meliputi : Kualitas pekerjaan yang dihasilkan, Kuantitas pekerjaan yang dihasilkan pegawai,  Kedisiplinan pegawai dalam pelayanan publik,.  Keterampilan dan keahlian pegawai dalam pelayanan, Kreativitas pegawai dalam pelayanan, dan Kerjasama antar aparatur pelaksana. Sumber data diambil dari informan dan key informan serta didukung dengan data sekunder yang relevan dengan masalah yang diteliti. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman.

Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik. 

Kemampuan Pegawai dalam Menyelesaikan Pekerjaan 

Kemampuan  pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dimaksud suatu kesanggupan, kecakapan atau kekuatan seseorang dalam melaksanakan tugasnya hingga sesuai yang diharapkan. Untuk memenuhi hal tersebut tentunya harus didukung dengan pengetahuan,  ketrampilan dan keahlian sesuai bidang kerjanya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai jika diukur dari aspek kemampuan kerja di lembaga tersebut, belum semua pegawai memiliki kemampuan yang sama sehingga merefleksi pada hasil kerja yang beragam. Artinya kemampuan pegawai  dalam menyelesaikan pekerjaan secara akumulatif  belum optimal. Meskipun secara faktual belum optimal, tetapi secara repersentatif  menunjukkan adanya indikasi cukup baik, sebab sebagian besar pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang diharapkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa nara sumber yang kompeten. 

Selain itu hasil observasi di obyek penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pegawai yang menyelesaikan pekerjaan secara akumulatif kurang optimal, karena beragamnya kompetensi pegawai sehingga jumlah hasil kerja yang dicapai belum semuanya memenuhi standar operasional prosedur. Terurama kemampuan pegawai dalam menyelesaikan berbagai jenis pelayanan sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat belum terpenuhi sesuai yang diharapkan. 
Kualitas Pekerjaan yang Dihasilkan Dalam Pelayanan
Untuk mencapai kualitas pekerjaan yang sesuai dengan harapan tentunya harus didukung dengan kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan bidang kerjanya. 

Dari hasil observasi mengenai kualitas pekerjaan yang dihasilkan pegawai di Kantor Camat Melak Kabupaten Kutai Barat memang masih terjadi keragaman, meski demikian tidak dominan karena hanya sebagian kecil pegawai yang kualitas kerjanya kurang baik. Justru sebagian besar pegawai mampu menunjukkan hasil kerja yang berkualitas. Adanya perbedaan kualitas pekerjaan yang dihasilkan disebabkan oleh perbedaan yang realistis, selain perbedaan kompetensi pegawai juga keragam niat dan kemauan kerja pegawai. Dengan demikian perbedaan kualitas pekerjaan yang dihasilkan pegawai di kantor Camat Melak Kabupaten Kutai Barat merupakan konsekuensi dari perbedaan keterampilan dan keahlian serta ethos kerja yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. 

Dalam hal kinerja pegawai ditinjau dari segi kualitas pekerjaan yang dihasilkan pegawai di kantor Camat Melak Kabupaten Kutai Barat secara akumulatif belum optimal, Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan dan kompetensi yang berbeda, sehingga kualitas pekerjaan yang dihasilkan menunjukkan keragaman. Hal tersebut tercermin pada kemampuan pegawai dalam memberikan layanan, yaitu adakalanya kepentingan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu relatif cepat dan sebaliknya. Meskipun terdapat perbedaan mengenai kualitas pekerjaan yang dihasilkan tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu mencolok, sebab hanya sebagian kecil pegawai yang kualitas kerjanya rendah. Terutama bagi pegawai yang tidak didukung dengan kompetensi sesuai bidang kerjanya, maka pekerjaan yang dihasilkan terkesan lamban atau kurang efektif sehingga telah membuat masyarakat menjadi kurang puas atas layanan yang diberikan. 

Secara faktual mengenai kualitas pekerjaan yang dihasilkan pegawai memang terdapat perbedaan, meski demikian untuk Camat selaku pimpinan lembaga telah melakukan komunikasi dengan para pimpinan unit kerja (Kepala Seksi), untuk melakukan pengarahan, bimbingan dan pembinaan secara simultan agar memiliki kecakapan, keterampilan dan keahlian, hingga yang bersangkutan mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Pendekatan  yang dilakukan Camat ternyata dapat membawa perubahan yang lebih baik, dan secara bertahap mampu menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Meskipun tindakan yang dilakukan belum mencapai hasil yang optimal, tetapi secara faktual membawa perubahan yang berarti terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan. 
Kedisiplinan Pegawai dalam Pelayanan 

Disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung di dalam suatu organisasi akan melaksanakan tugas dan fungsinya tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku, disiplin bisa  menyangkut waktu maupun perbuatan. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai ditinjau dari disiplin kerja ternyata belum semua pegawai di lembaga tersebut mampu memanfaatkan jam kerja secara efektif. Hal tersebut terindikasi pada kehadiran pegawai ada yang terlambat masuk kerja, dan pulang sebelum waktunya, bahkan adanya pegawai pada saat jam kerja meninggalkan tempat tanpa alasan yang jelas. 

Upaya untuk menegakkan disiplin kerja telah dilakukan tetapi masih saja terjadi adanya beberapa pegawai yang tidak mematuhi jam kerja secara efektif. Dalam hal disiplin kerja pegawai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin kerja pegawai negeri sipil. Sebagai pegawai negeri sipil / pegawai hendaknya mematuhi kebijakan tersebut agar tugas dan tanggung jawabnya dapat diselesaikan secara efektif. Mengingat  dipundak pegawai pemerintah  terdapat tanggung jawab ganda, yaitu selain pegawai harus mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik dan  juga dituntut memiliki kemampuan untuk menggerakkan semua potensi organisasi untuk memenuhi kepentingan publik, karena itu tugas tersebut akan tercapai secara optimal manakala didukung dengan disiplin kerja yang tinggi. Artinya salama jam kerja tidak ada celah-celah digunakan untuk kepentingan di luar kedinasan. Semua pegawai lebih terkonsentrasi/ terfokus terhadap tugas dan fungsinya  dan berorientasi pada hasil kerja yang lebih baik.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa kurang optimalnya pegawai dalam memanfaatkan jam kerja efektif di lembaga tersebut disebabkan oleh beragamnya karakteristik dan kesadaran pegawai dalam mematuhi jam kerja dan ketidakmampuan dalam memisahkan antara kepentingan pribadi dengan dinas. Meski demikian  tidak terlalu banyak membawa konsekuensi terhadap penyelenggaraan tugas rutin di lembaga tersebut, karena akan ditopang dengan rekan kerjanya, asalkan pekerjaan tersebut dinilai strategis. Dengan demikian kinerja pegawai sebagai pelayan publik ditinjau dari aspek kemampuan pegawai dalam meman-faatan jam kerja efektif, ternyata lebih banyak yang berorientasi pada kualitas pelayanan.
Keterampilan dan Keahlian Pegawai dalam Pelayanan 

Keterampilan dan keahlian pegawai merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran tugas maka perlu dipersiapkan tenaga yang cakap dan terampil. dengan demikian mampu melaksana kan tugasnya dengan baik. 

Pendidikan dan pelatihan pegawai sebagai upaya untuk memenuhi hal tersebut karena itu cukup beralasan setiap pegawai diberikan / mengikuti pendidikan dan pelatihan, sebab dengan cara tersebut dapat membentuk sikap dan perilaku menjadi baik, selain itu dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian untuk menunjang kelancaran tugas rutin.  Terutama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan bidang kerja sehingga pegawai dapat bertindak secara profesional. Akan lebih tepat jika pendidikan dan pelatihan diberikan sebelum yang bersangkutan ditempatkan pada formasi yang dibutuhkan. Atas dasar pendidikan dan pelatihan yang diikuti dapat dijadikan sebagai modal kerja untuk menunjang tugasnya. 

Ironisnya peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sangat kecil, karena alokasi anggaran untuk pelatihan sangat terbatas sehingga hanya pegawai tertentu yang mendapat kesempatan mengikuti pelatihan. Bahkan terdapat beberapa pegawai hingga kini belum mendapat kesempatan mengikuti pelatihan. Padahal pendidikan dan pelatihan memiliki urgensi untuk menunjang kelancaran tugas, karena masih banyaknya pegawai yang tidak  memiliki legalitas pelatihan sesuai bidang kerjanya, dimungkinkan upaya optimalisasi pelayanan publik sulit direalisasikan. 

Mengingat masih banyaknya pegawai yang belum memiliki legalitas pelatihan maka dalam rangka optimalisasi kinerja  pegawai, perlu mengambil langkah-langkah antisipasi dan apalikatif sehingga kebutuhan pegawai yang cakap dan terampil dapat terpenuhi. Sudah selayaknya pihak lembaga mempertimbangkan hal tersebut sebab urgensinya terhadap kinerja sangat besar, yaitu  bukan hanya untuk meningkatkan hasil kerja semata, tetapi dapat dijadikan sebagai investasai lembaga dalam jangka panjang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kecamatan Melak guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Kreativitas Pegawai dalam Memberikan Layanan

Parameter berikutnya yang diukur mengenai kinerja pegawai dapat dilihat dari kreativitas pegawai dalam memberikan layanan pada publik. Mengingat dipundak pegawai memiliki tugas ganda, yaitu selain sebagai pelayanan publik juga dapat menjaga keberlangsungan lembaga, maka sebagai pegawai harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam melaksa-nakan tugasnya. 

Berbicara tentang kreativitas pegawai di lingkungan kerja Kantor Camat Melak Kabupaten Kutai Barat, memang tidak semua pegawai kreatif dalam menghadapi pekerjaan. Meski demikian secara akumulatif mengenai kreativitas pegawai di lembaga tersebut sebagaian besar memiliki kreativitas yang tinggi, karena didukung dengan kapasitas dan kompetensi yang memadai.

Berdasarkan hasil observasi memperlihatkan bahwa soal kreativitas pegawai di Kantor Camat Melak Kabupaten Kutai Barat tergolong memadai untuk mendukung pelayanan publik. Karena sebagian besar pegawai memiliki modal kerja untuk bertindak kritis, dan kreatif dalam menghadapi pekerjaan rutin, sehingga kepentingan warga masyarakat dapat terlayani sebagaimana mestinya. Meskipun secara faktual masih terdapat sebagian kecil yang kurang kreatif tetapi kekurangan tersebut dapat diadopsi dengan pegawai yang memiliki kreativitas tinggi sehingga segala urusan yang terkait dengan kepentingan publik dapat terselesaikan, meskipun dalam pekembangan terdapat ketidakselarasan antara haparan masyarakat dengan fakta yang terjadi diobjek penelitian.

Kerjasama Antar Pegawai dalam Pelayanan
 Kerjasama antar petugas pelaksana merupakan determinan penting untuk efektivitas pelayanan.  Maka dari itu berkenaan kinerja pegawai yang dilakukan Camat Melak kabupaten Kutai Barat diharpakan mampu mewujudkan harapan publik untuk mendapatkan layanan sesuai yang diharapkan.

Kinerja pegawai ditinjau dari kerja sama antara pegawai di Kantor Camat Melak Kabupaten Kutai Barat mengindikasikan sudah baik. Hal tersebut didukung oleh fakta-fakta di objek penelitian bahwa ada jalinan kerja sama yang dibangun oleh Camat, melalui pengarahan dan bimbingan secara simultan sehingga secara aplikatif tidak menimbulkan masalah. Dengan kerjasama yang baik maka kepentingan masyarakat  dapat terlayani secara tuntas. Dengan demikian kinerja pegawai ditinjau dari aspek kerjasama menunjukkan indikasi baik atau ada hubungan yang sinergi diantara pegawai di lembaga tersebut.

Faktor-faktor yang mendukung meliputi :

a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, karena sebagai dasar untuk melakukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, yang akan merubah sikap dan kepribadian pegawai tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya.

b. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 tahun 2004 Tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dapat dijadikan acuan dasar untuk meningkatkan kinerja pegawai. Dengan demikian pembinaan yang dilakukan ada kecenderungan untuk meningkat-kan kinerja pegawai. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2001, tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Organisasi Pemerintah. Karena pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu bentuk pembinaan pegawai, sehingga dapat menambah keteram-pilan dan keahlian pegawai sesuai bidang kerjanya, dan selanjutnya dapat mendukung pelaksanaan tugas rutin.

d. Undang-undanag nomor 25 tahun 2010 tentang pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan/pedoman tentang kinerja pegawai sebagai pelayanan publik, sehingga mendukung tugas dan fungsinya untuk kepentingan publik.
e. Adanya komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat memacu pegawai untuk meningkatkan kinerjanya.

Faktor-faktor yang menghambat meliputi :

a. Terbatasnya alokasi anggaran untuk kepentingan peningkatan kompetensi pegawai, baik yang dilakukan melalui berbagai jenis pelatihan, maupun pendidikan formal. Untuk kepentingan tersebut pemerintah kabupaten telah mengalokasikan anggaran  sebesar Rp. 500.000.000,- untuk peningkatan keterampilan dan keahlian pegawai. Anggaran tersebut dinilai kurang mencukupi untuk percepatan peningkatkan keterampilan pegawai Kantor Camat Melak. Dengan demikian upaya peningkatan keterampilan dan keahlian pegawai di Kantor Camat Melak kurang optimal.

b. Responsibilitas pegawai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam rangka peningkatan modal kerja pegawai kurang efektif sehingga upaya peningkatan kinerja kurang optimal.

c. Kurang efektifnya tindakan pegawai dalam memanfaatkan jam kerja sesuai yang ditentukan, sehingga hasil kerja yang dicapai, baik secara kuantitas maupun kualitas kurang optimal.

d. Terbatasnya lembaga pelatihan yang berkualitas, sehingga kurang mendorong minat pegawai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian.

Kesimpulan 
1. Kinerja pegawai dalam pelayan publik di Kantor Camat Melak Kabupaten Kutai Barat sesuai hasil pengolahan data yang didukung dengan data sekunder menunjukkan indikasi bahwa belum optimal atau belum sepenuhnya sesuai kualifikasi yang ditetapkan dalam sub fokus penelitian. Secara faktual kinerja apartur ditinjau dari aspek kemampuan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan, Keterampilan dan  keahlian pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dan kreativitas aparatur serta kerja sama antar aparatur terinidikasi baik, sedangkan kinerja aparatur ditinjau dari aspek kualitas pekerjaan yang dihasilkan, serta keterampilan dan keahlian aparatur dalam pelayanan terindikasi cukup baik, Hanya saja dari aspek kedisiplinan aparatur dalam memanfaatkan jam kerja kurang optimal. Dengan demikian secara akumulatif kinerja aparatur dalam pelayanan publik di Kantor Camat Melak  dapat dikatakan cukup baik. 

2. Kinerja pegawai Kantor Camat Melak ditinjau dari aspek kemampuan belum semuanya memiliki kemampuan yang sama. Hal tersebut dapat dilihat dari komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan  pegawai sebagain besar berpendidikan menengah kebawah, dan tentunya akan membawa konsekuensi terhadap disparitas kinerja pegawai dalam memberikan latanan pada public.. 

3. Kinerja pegawai ditinjau dari keterampilan dan keahlian kurang memenuhi kualifikasi untuk menunjang peningkatan kinerja pegawai  karena sebagian besar pegawai di kantor Camat Melak Kabupaten Kutai Barat belum memiliki legalitas pelatihan sesuai bidang kerjanya, sehingga peningkatan kinerja pegawai di lembaga tersebut secara totalitas kurang optimal. 

4. Kurang optimalnya kinerja pegawai sebagai pelayan publik di Kantor Camat Melak Kabupaten Kutai Barat, disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor kapasitas dan kompetensi pegawai belum semuanya sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Dengan demikian upaya optimlaisasi kinerja pegawai di kantor Camat Melak Kabupaten Kutai Barat belum dapat diaktualisasikan. Meski demikian karena dedikasi dan ethos kerja pegawai yang tinggi, maka segala kelemahan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat teratasi. Dengan demikian kepentingan warga/masyarakat, baik yang menyangkut pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pembuatan surat ijin usaha, dan pembuatan surat pelepasan hak tanah dapat terselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun secara aplikatif kurang memenuhi harapan masyarakat.

5. Dalam hubungannya dengan kinerja pegawai di Kantor Camat Melak Kabupaten Kutai Barat, tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung. Adapun faktor yang mendukung  kinerja pegawai meliputi Undang-undang Nomor 43 tahun 1999, Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 tahun 2004 Tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2001, tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, dan komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja pegawai. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat antara lain beragamnya kesadaran pegawai untuk meningkatkan kinerja, terbatasnya alokasi anggaran untuk kepentingan peningkatan kinerja pegawai, Minat dan kemauan pegawai untuk meningkatkan keterampilan dan beragamnya kemampuan pegawai untuk memanfaatkan jam kerja secara efektif, serta terbatasnya lembaga pelatihan yang berkualitas, sehingga kurang mendorong minat pegawai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian. 

Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan alokasi anggaran untuk peningkatan keterampilan dan keahlian pegawai melalui rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Barat.

2. Melakukan pembinaan aparatur secara simultan baik untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi profesional dan memberikan kesempatan mengiktui pendidikan dan pelatihan melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan yang berkualitas dan lembaga pendidikan tinggi yang ada diluar daerah.

3. Menegakkan disiplin kerja guna mengefektifkan kinerja aparatur agar lebih terfokus pada hasil yang lebih baik melalui pengawasan dan tindakan-tindakan secara adil dan objektif tanpa pandang bulu serta memberikan penghargaan bagi aparatur yang berprestasi. 

4. Meningkatkan sarana/fasilitas operasional untuk mendukung kinerja aparatur dan hal tersebut dapat dilakukan melalui pengajuan anggaran belanja daerah yang dibuat tiap tahun. 
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